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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. 
Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. Undang-undang 32 Tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.
Seiring berjalannya waktu dan banyaknya tuntutan terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah yang dirasa perlu untuk dijawab dengan cara yang efektif, efisien serta akurat, maka dibutuhkan suatu teknologi informasi yang merupakan aspek yang bersifat luwes, fleksibel, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga tanpa memandang jarak ruang dan waktu. Dalam kehidupan baik masa sekarang ataupun masa datang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi telah dan akan menjadi sektor yang dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya, karena teknologi informasi banyak berperan dalam semua bidang.
Pemerintah harus menerapkan pengolahan data secara elektonik yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang cepat, akurat dan bernilai yang berguna bagi penerima informasi. Penerapan pengolahan data secara elektronik tersebut, tidak hanya di tingkat pusat saja melainkan di tingkat daerah juga perlu diterapakan pengolahan data secara elektronik. Berikut ini menurut Anwar, alasan–alasan sekaligus latar belakang diterapkannya sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
1. Peran informasi dan teknologi yang semakin canggih serta mendominasi di hampir semua bidang kehidupan sehingga mendorong ke arah globalisasi

2. Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebutuhan informasi yang semakin meningkat diikuti dengan semakin berkembangnya jaringan internet, batas wilayah negara semakin tidak jelas, persaingan perdagangan semakin ketat

3. Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4. Kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan mampu mendorong kegiatan 

(Anwar, 2004:112-113).
Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi, sarana untuk kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lain tanpa mengenal batas, jarak, waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar fikiran.

Adanya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. 
Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi dalam sektor pemerintah, mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung dengan kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya maka dilaksanakan penerapan e-government yang akan memadukan subsistem yang tersebar di seluruh daerah dan departemen.
Motivasi aparatur pemerintah dalam melaksanakan penerapan e-government merupakan salah satu faktor untuk dapat terlaksananya penerapan e-government hal yang perlu dilakukan agar pegawai dapat merasa diperhatikan dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pentingnya motivasi bagi aparatur, karena ada hal-hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada pegawai tidak bisa disamaratakan, karena karakteristik pegawai berbeda tergantung kondisi sosial dan pendidikannya. 


Peningkatan kinerja aparatur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan, mengingat keadaan yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu untuk mewujudkan profesional pegawai supaya kinerja para pegawai tersebut dapat meningkat. 

Penyatuan sumber daya aparatur merupakan penyesuaian pola pikir aparatur untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kepentingan bersama, dalam hal ini aparatur juga dituntut mempunyai kesiapan dalam melaksanakan dan menerapkan e-government.
Penerapan e-government di berbagai kantor pemerintahan merupakan sebuah langkah yang merupakan pendukung adanya suatu fasilitas yang dapat mempercepat data yang diolah menjadi informasi yang tepat  dan akurat, dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat  yang merupakan salah satu badan yang menerapkan e-government dalam pelaksanaan pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan menggunakan teknologi informasi, dimana Badan Perencanaan Daerah merupakan suatu badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya, koordinasi, berkaitan dengan hal tersebut pada Badan Perencanaaan Daerah ada bidang yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap perencanaan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijaksanaan perencanaan daerah serta menyesuaikan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Darah yaitu bidang Monitoring dan Evaluasi. 
Di dalam pemrosesan pelaporan tersebut dibangun sebuah aplikasi fasilitasi serta mediasi perencanaan di daerah melalui penggunaan database yang  diproses melalui sistem informasi berkinerja dimana aplikasi tersebut menangani seluruh aspek detail pelayanan pemberian fasilitas dalam memproses data yang diharapkan akan dapat membantu para pengguna aplikasi dalam mengoperasikannya dengan baik, cepat dan akurat serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sangat berbeda dengan proses pelaporan daerah sebelum menggunakan atau sebelum mengadopsi teknologi informasi yang dirasa pemrosesan data cenderung lebih alot, kurang akurat, serta tentunya memakan biaya serta waktu yang sangat banyak. 
Bila dibandingkan dengan sebelum menggunakan aplikasi sistem informasi pelaporan, tentunya sangat banyak perbedaan yang mendasar bila dilihat dari dampak dari penerapan aplikasi tersebut.  


Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PELAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008(Studi Komparasi Pra dan Pasca penggunaan Teknologi Informasi pada Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan  Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008).
1.2  Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah ketepatan sasaran dan tujuan Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan instrumen Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat? 
3. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Perbandingan efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ketepatan sasaran dan tujuan Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan instrument Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca menggunakan teknologi informasi pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan terutama mengenai efisiensi sistem informasi pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Perencanaan Propinsi Jawa Barat tahun 2008.

2. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan penelitian mengenai pembahasan tentang sistem informasi pelaporan daerah.

3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan praktek di lapangan dan juga dapat memberikan manfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Barat sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pelaporan Daerah.
1.5   Kerangka Pemikiran

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989;14).

 Berdasarkan definisi tersebut, bahwa sesuatu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tepat dan berhasil guna maka sesuatu itu sudah berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk melihat efektivitas suatu organisasi atau lembaga, yaitu:

1. Input 

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.

2. Proses 

Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil.

3. Hasil

Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi.  Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran usaha dengan hasil persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

4. Produktivitas

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi kepada keluaran atau hasil produktivitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan.

(Sedarmayanti, 1995:61) 
Agar tujuan pemerintahan tercapai, setiap badan pemerintahan perlu melakukan aktifitasnya secara lebih efektif  dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan pemerintahan itu sendiri. 

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa efektivitas berhubungan dengan tujuan pemerintah, suatu tujuan pemerintah ditetapkan sebelum Pemerintah tersebut melakukan kegiatan usahanya.

Penulis akan menjelaskan lebih lanjut berbagai aspek yang menyangkut pembahasan tentang sebuah perbandingan pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pra dan pasca penggunaan teknologi informasi dan strategi tersebut sangat berhubungan erat dengan pengaplikasian e-government.

Uni Eropa yang merupakan kumpulan Negara yang telah berhasil menerapkan e-government mendefinisikan:
“e-government bukan hanya sekedar penggunaan teknologi informasi, melainkan penggunaan teknologi informasi yang juga dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan proses demokrasi dan mendukung kebijakan publik” (dalam Nico Andrianto, 2007:46).

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat. 
Karakteristik itu sendiri adalah suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholders) dengan penggunaan e-government ini diharapkan akan memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan yang selama ini berjalan.

Pengertian lain tentang e-government diberikan oleh Zweers dan Planque seperti yang dikutip oleh Richardus E.Indrajit yaitu: 


“Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan” (dalam Indrajit, 2002:3).

Dalam kebijakan penerapan e-government, masyarakat mendapatkan keleluasaan dan fleksibilitas dalam berhubungan dengan pemerintahannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam menghadapi tantangan di atas, terdapat beberapa pemecahan yang bisa dilakukan dengan beberapa cara. 


Pertama, pemerintah selaku pihak yang memiliki inisiatif untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kebijakan penerapan e-government tetap memberikan manfaat (Indrajit, 2002:20). Salah satu manfaat yang diperoleh dalam kebijakan penerapan e-government adalah dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan itu sendiri. Dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan, maka pelayanan terhadap masyarakat akan lebih cepat dan efektif.  


Kedua, menentukan jenis kanal akses yang cocok dalam melakukan beragam interaksi dalam kebijakan penerapan e-government adalah masyarakat bukan pemerintah (Indrajit, 2002:21). Pemerintah cenderung otoriter dalam proses penentuan teknologi yang harus dipergunakan untuk masyarakat. Pemerintah tanpa disadari tidak memperhatikan masyarakat tersebut mampu mempergunakannya atau tidak. Dengan demikian banyak sekali terjadi kegagalan dari pada keberhasilannya. Pemerintah hendaknya mempunyai gambaran yang akurat tentang teknologi semacam apa yang lebih dikenal oleh masyarakatnya.


Ketiga, menentukan jenis serta besarnya investasi yang akan dikeluarkan dalam kebijakan penerapan e-government (Indrajit, 2002:22). Pemerintah harus memiliki cetak biru (masterplan) yang jelas mengenai arah kebijakan penerapan e-government tersebut diadakan. Hal tersebut bertujuan untuk menyatukan bahasa seluruh pemerintahan yang terlibat. Selain itu juga untuk meyakinkan sekaligus memberikan jaminan kepada pihak lain yang terlibat dalam kebijakan penerapan e-government tersebut. 


Keempat, kesepakatan seluruh penyelenggara pelayanan dalam menggunakan teknologi yang bersifat universal dan berbasis Internet (Indrajit, 2002:22). Kesepakatan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memilih berbagai kanal akses yang dimilikinya. Berbagai teknologi informasi di dunia dapat turut berpartisipasi menawarkan beragam produk-produk dan jasanya. Selain itu kecepatan perkembangan teknologi informasi di dunia tidak akan secara signifikan mempengaruhi tahapan dalam pengembangan yang telah disepakati. 


Kelima, pemerintah dengan mitranya harus memiliki mekanisme penjaminan hak-hak privacy individu maupun masyarakat (Indrajit, 2002:23). Masyarakat akan memilih menggunakan cara konvensional karena menurut mereka jauh lebih aman dan mereka dapat memiliki hak kontrol yang jauh lebih besar.


Keenam, pemerintah harus memiliki strategi serta mempertahankan kinerja yang baik (Indrajit, 2002:23). Pada dasarnya fungsi kanal akses tersebut adalah agar pemerintah dapat menjangkau masyarakatnya. Adapun tujuan memiliki strategi serta mempertahankan kinerja yang baik adalah agar masyarakat tetap dan selalu memilih menggunakan fasilitas kebijakan penerapan e-government dibandingkan dengan cara-cara konvensional. 

Penerapan e-government dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Kebijakan penerapan e-government dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Keberadaan kebijakan penerapan e-government merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan. Selain itu, kebijakan penerapan e-government merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan serta accountable. 
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut: 

1. Penerapan e-government merupakan dasar pembangunan system informasi Pelaporan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

2. Efektivitas adalah suatu kondisi dimana segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan dan target awal.

3. Suatu kegiatan dianggap mewujudkan efektif yaitu jika suatu hasil tertentu tercapai sesuai target. Unsur kegiatan tersebut terdiri dari 5 subunsur berikut: Pikiran, Tenaga, Bahan, Waktu, Ruang.
Gambar 1.1 

Model Kerangka Pemikiran
	LAPORAN DARI SETIAP SKPD




Perencanaan            pelaporan
	BADAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI  JAWA BARAT






outoput


pertanggungjawaban

1.6 Metodologi  Penelitian
1.6.1 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif komparatif dengan teknik analisis efisiensi sebelum dan sesudah mengadopsi teknologi informasi.

Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang mengidentifikasikan masalah atau memeriksa praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi. (Rakhmat, 1999: 7).
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung. Hal itu sejalan dengan pendapat Moh.Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial yang mendefinisikan metode deskriptif sebagai berikut:
“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki” (Nazir, 1999:63).
Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Adapun pengertian lain dari metode penelitian deskriptif menurut Soehartono bahwa ”Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002:35).
Dari pengertian diatas, menurut Soehartono bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dapat memberikan kita sebuah gambaran tentang sesuatu kelompok baik tentang gejalanya atau hubungan diantara kelompok tersebut.

Penelitian ini  juga menggunakan metode deskriptif komparatif. Menurut Nazir, studi komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat yang menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu (Nazir, 1983:68). Metode komparatif juga dapat diartikan sebagai berikut:

Metode komparatif bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pengumpulan data tertentu(Santoso, 2005:30).
Berdasarkan pengertian diatas, maka metode komparatif merupakan sebuah metode dimana kita bisa mengetahui perbandingan dari kedua hal yang dimaksud akan diperbandingkan.
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah, dan surat kabar yang berhubungan dengan Pelaporan Daerah serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan, dokumen atau pun modul yang tersedia.

2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui tentang studi lapangan ini terdiri dari:

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pemusatan konsentrasi perhatian terhadap objek penelitian dengan cara menggunakan seluruh alat indera untuk mendapatkan gambaran aspek-aspek dari objek yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

b. Wawancara, melakukan tanya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Sistem Informasi Pelaporan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.6.3 Analisa Data
Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknis analis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyanto yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif adalah:
Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari masyarakat yang menjadi narasumber.

Kedua, penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan.
Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi, dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesific) sampai dengan rumusan kesimpulan sifatnya umum (general).

Pengertian analisis data tersebut menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Sosial adalah satu data yang harus dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Data yang di analisis oleh peneliti adalah data kualitatif (dalam Sugiyanto, 1992:15-20).
1.7 Lokasi  dan Jadwal Penelitian
1.7.1 Lokasi Penelitan
Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang beralamat di Jl.Ir. H.Juanda no 287.
1.7.2 Jadwal Penelitian

 Adapun jadwal penelitian dimulai dari bulan Juni 2008 sampai Oktober 2008  dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

	No
	Uraian Kegiatan
	Tahun 2008

	
	
	Juli
	Agust
	Sept
	Okt
	Nov

	1
	Tahap Persiapan:

a. Pengajuan Judul Penelitian
	
	
	
	
	

	
	b. Pengajuan Usulan Penelitian
	
	
	
	
	

	
	c.  Pengajuan Surat ke Badan                Perencanaan Pembangunan Daerah Provinisi Jawa Barat
	
	
	
	
	

	3
	Tahap Pelaksanaaan KKL
	
	
	
	
	

	4
	Tahap Akhir:

a. Penulisan Laporan KKL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	b. Pengumpulan Laporan KKL
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